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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin
meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup
berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang
memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai
dari tindak pidana kekerasan, penipuan, pemerkosaan hingga pembunuhan,
sebagai suatu kenyataan sosial. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.*

Peristiwa pembunuhan maupun beserta penganiayaan terus mengalami
perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari
cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Terkadang
pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu,
dibakar dan bahkan mutilasi, yaitu dengan memotong-motong tubuh korban.
Adrianus Meliala, Kriminolog UI berpendapat “dari sisi ilmu kriminologi,
secara defenitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota
tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lainnya oleh sebab yang tidak

wajar.”® Lebih ironis lagi adalah ternyata motif dari pembunuhan itu kadang-

! Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta 2008), 54.
2 Adrianus Meliala, Kriminologi Tindak Pidana, (Jakarta: Gramedia Cipta, 2006), 57.



kadang hanya dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang sepele, misalnya
karena uang sekian rupiah, saling mengejek, sedikit hak miliknya diambil atau
diganggu dan masalah-masalah lain yang sebenarnya dapat diselesaikan
dengan kedewasaan dan kejernihan berfikir. Menurut kriminolog sekaligus
sosiolog Perancis, Gabriel Tarde, manusia itu pada dasarnya individualis, tetapi
berkat kemampuan untuk meniru (imitasi), berbagai peniruan yang
dilakukannya membentuk jalinan interaksi sosial dan pada gilirannya tersusun
kehidupan sosial. Bahkan, menurut dia, masyarakat itu pun merupakan buah
peniruan (society is imitation) yang timbul dari berlangsungnya imitasi
berkelanjutan dalam proses sosial.?

Pelaku mutilasi yang berdasarkan teori sifat kepribadian dapat dilihat
dari tingkah laku dari pelaku mutilasi, tingkah laku pelaku mutilasi itu yang
cenderung mengarah pada kepribadian yang menyimpang dari nilai — nilai
dalam masyarakat dan lemahnya peran pranata penyelesaian konflik dalam
hubungan sosial. Pelaku mutilasi dapat juga ditentukan dari persoalan yang
terjadi dalam diri pelaku mutilasi itu sendiri, yang mana pelaku mutilasi
tersebut mengalami gangguan kejiwaan.atau mempunyai penyakit lain, pada
sifat kepribadian yang menjadi paling dominan seseorang melakukan mutilasi
yaitu kepribadian sikap dalam keluarga yang buruk sehingga membentuk
kepribadian yang jahat sehingga pelaku mempunyai sifat benci, keras, dan
mudah tersinggung. Akibatnya, mudah melakukan tindakan pembunuhan

dengan mutilasi.

% Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika,
1999),59.



Terdapat dua jenis ekspresi penyimpangan perilaku berdasar teori
penyakit jiwa. Pertama, psikopat yaitu bentuk kekalutan mental yang ditandai
ketiadaan pengorganisasian diri dan pengintegrasian pribadi. Ciri khas yang
melekat adalah ganas dan buas tanpa sebab jelas serta bertindak kriminal.
Kedua, defect, yakni individu yang jahat, antisosial, tak memahami dan
mengendalikan tingkah laku yang salah, dan jahat.*

Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan pembunuhan
dengan mutilasi, terbagi dalam dua faktor yaitu faktor dari internal dan
eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang untuk
melakukan kejahatan seperti pembunuhan dengan mutilasi yang sudah terlihat
dari pelaku itu sejak lahir biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si
pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, faktor
dalam keluarga juga sangat mendorong seseorang melakukan kejahatan
pembunuhan seperti keluarga broken home. Faktor eksternal yaitu faktor dari
luar seperti faktor lingkungan pelaku kejahatan itu tinggal, faktor ekonomi juga
dapat membuat seseorang melakukan pembunuhan bahkan sampai memutilasi
korbannya untuk memastikan korban tersebut benar-benar meninggal. Pelaku
mutilasi ada juga yang tidak mengalami kelainan jiwa. Karena mutilasi dapat
dilakukan dalam keadaan masih hidup atau pun keadaan korban yang tidak

bernyawa. Mutilasi hanya mungkin dilakukan dalam keadaan seseorang itu

* Kartini kartono, Patologi sosial : Gangguan — gangguan kejiwaan, (Rajawali pers, Jakarta,
2003), 31.



tidak stabil, misalnya dalam keadaan pelaku tersebut panik ketakutan atau
emosi berlebihan.’

Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun
faktor-faktor negatif lain, memungkinkan adanya korban yang tidak murni.
Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan
sekaligus menjadi pelaku kejahatan. Bahwa peranan korban dalam
menimbulkan kejahatan adalah® :

1. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk
memperoleh keuntungan yang lebih besar;

2. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si
pelaku dengan si korban;

3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si
pelaku dengan si korban.

Hal tersebut cukup menggelisahkan dan mengkhawatirkan kehidupan
masyarakat. Kejahatan tersebut tidak hanya timbul dari dorongan kejiwaan si
pelaku sendiri, tetapi juga kerap timbul dari dorongan luar seperti ingin lari
dari tanggung jawab. Kejahatan mutilasi merupakan kejahatan terhadap tubuh
dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban serta
merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan
yang tergolong sadis.

Dalam kebudayaan Islam, mutilasi diberlakukan bagi mereka yang

terbukti mencuri, biasanya berupa amputasi pada tangan atau lengan. Namun

5 .
Ibid., 42.

® Rena Yulia, Victimologi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Graha limu,
Bandung, 2010), 81.



bila terdakwa memiliki alasan kuat untuk mencuri (misalnya dalam kondisi
sangat kelaparan), maka hukuman tersebut dapat dihindarkan. Meski banyak
motif-motif lain, seperti motif ekonomi, dendam, hingga motif ilmu hitam,
namun kasus mutilasi dengan motif perilaku seks menyimpang hampir selalu
menjadi yang paling fenomenal.

Seperti contoh kasus mutilasi yang dilakukan oleh seorang oknum
anggota TNI yang bernama Niman berpangkat Serma di Kesatuan Kodim 0820
Probolinggo, yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara
mutilasi terhadap korban yang bernama Hartono yang dikarenakan saudara
Hartono menggoda istri Niman dengan cara membututi si istri terdakwa ini dari
belakang ketika si istri Terdakwa hendak pulang kerumahnya. Hal itu membuat
Terdakwa menjadi cemburu dan kesal terhadap saudara Hartono, kemudian
Terdakwa tinggal menunggu waktu untuk melampiaskan kekesalannya dengan
cara merampas nyawanya.’

Mengenai perkara ini tuntutan dari Oditur Militer adalah Terdakwa di
Pidana penjara selama 15 tahun dan dipecat dari dinas TNI AD karena telah
melanggar Pasal 338 KUHP dan melanggar Sapta Marga terutama marga ke 3
dan marga ke 5 yang perkaranya di sidangkan di pengadilan tingkat pertama
Sidoarjo, yang akhirnya seorang Hakim memberikan jatuhan pidana penjara
selama 13 tahun dan dipecat dari dinas Militer kepada terdakwa.®

Dalam skripsi ini penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian

lebih jauh lagi mengenai pertimbangan Hakim dalam menetapkan

’ Putusan Pengadilan Militer I11-12 Surabaya Nomor: 220-K/PM.111-12/AD/X1/2010
8 .
Ibid



hukuman/sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh
oknum Militer, karena dalam menjatuhkan hukuman seorang Hakim tidak
memberikan hukuman yang maxsimal sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Penulis
ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul sebagai berikut: Tindak
Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut KUHP dan Hukum
Pidana Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Nomor: 220-K/Pm.lii-12/Ad/Xi/2010).
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-

kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan
melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya yang kemudian
dapat diduga sebagai masalah.” Berdasarkan latar belakang yang telah
dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul
di dalamnya, yaitu:
1. Pengertian tindak pidana pembunuhan mutilasi.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mutilasi.
3. Hukuman dan sanksi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Militer 111-12

Surabaya terhadap pelaku tindak pidana mutilasi.
4. Landasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Militer 111-12 Surabaya

dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan dengan cara mutilasi

Nomor: 220-K/PM.111-12/AD/X1/2010.

° Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,
cetakan 111, (Surabaya: Fakultas Syariah 1AIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.



Tinjauan Hukum Islam dan KUHP terhadap Putusan Pengadilan Militer
[11-12 Surabaya mengenai perkara pidana pembunuhan dengan cara
mutilasi Nomor: 220-K/PM.111-12/AD/X1/2010

Ketentuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang

tertera dalam KUHP Pasal 340.

C. Batasan Masalah

1.

2.

Landasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Militer 111-12 Surabaya
dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan dengan cara mutilasi
Nomor: 220-K/PM.111-12/AD/X1/2010.

Tinjauan Hukum Islam dan KUHP terhadap Putusan Pengadilan Militer I11-
12 Surabaya mengenai perkara pidana pembunuhan dengan cara mutilasi

Nomor: 220-K/PM.111-12/AD/X1/2010

D. Rumusan Masalah

1. Apa landasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I11-12 Surabaya

dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan dengan cara mutilasi
Nomor: 220-K/PM.111-12/AD/X1/2010?

Bagaimana tinjauan KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan
Pengadilan Militer 111-12 Surabaya mengenai perkara pidana pembunuhan

dengan cara mutilasi Nomor: 220-K/PM.I11-12/AD/X1/2010?

E. Kajian Pustaka

Dalam karya skripsi ini, penulis akan membahas tentang aspek

pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh seorang anggota TNI ditinjau dari

KUHP dan hukum pidana Islam. Dan permasalahan ini telah diputus di



Pengadilan Militer 111-12 Surabaya. Adapun dalam tinjauan pustaka ini pada

intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang

akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau bahkan duplikasi kajian.™

Tetapi dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum pernah
menemukan penulisan/penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang analisa
aspek kriminologi terhadap pengungkapan kasus pembunuhan secara mutilasi
yang dilakukan oleh anggota TNI. Adapun beberapa tulisan atau penelitian
yang membahas tentang aspek/sudut pandang dari segi kriminologi serta
pandangan hukum Islamnya, tetapi tulisan atau penelitian tersebut membahas
hal tentang pembunuhan. Yaitu:

1. Analisa Aspek Kriminologi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto
Nomor: 691/Pid.B/2006/PN.MKRT Tentang Pembunuhan Berencana
Ditinjau Dari Hukum Islam. Karya Rizal Khalid Efendi, mahasiswa fakultas
syari’ah, jurusan siyasah jinayah, angkatan 2009. Hasil penulisan karya ini
menjelaskan bagaimana aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan
berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto, pembunuhan yang
direncanakan terlebih dahulu yang ancaman pidananya paling berat dari
seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana
(Moord) merupakan suatu pembunuhan biasa (doodslag) tersebut dalam

pasal 338 KUHP. Dalam skripsinya si penulis menggunakan metode

19 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,
cetakan Il (Surabaya: Fakultas Syariah 1AIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 9.



dokumenter, vyaitu putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:
691/Pid.B/2006/PN.MKRT tentang pembunuhan berencana.

2. Tindak Pidana Mutilasi Menurut KUHP Dalam Perspektif Al-Syatibi
Tentang Pemeliharaan Jiwa. Karya Misbahul Ulum, mahasiswa fakultas
syari’ah, jurusan siyasah jinayah, angkatan 2007. Hasil penulisan karya ini
menjelaskan tindak pidana mutilasi menurut Hukum Pidana Indonesia,
artinya sebelum memotong tubuh korban, pelaku terlebih dahulu membunuh
korban. Dengan kata lain, pelaku mutilasi melakukan pemotongan terhadap
mayat, bukan terhadap orang yang masih hidup. Ada dua pendapat umum
mengenai tindakan ini, pendapat pertama mengatakan bahwa tindakan ini
termasuk tindakan yang kejam. Alasannya, selain membunuh pelaku jug
melakukan pemotongan terhadap tubuh korban. Metode penelitian yang
digunakan si penulis adalah studi pustaka yaitu mempelajari literatur serta
dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dikaji
terdiri atas berbagai pendapat ahli hukum, berbagai pendapat Ulama’.

F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana
rumusan masalah diatas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan
terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian tersebut
adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Militer 111-12 Surabaya

dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan dengan cara mutilasi

Nomor: 220-K/PM.111-12/AD/XI1/2010.
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2. Untuk mengetahui tinjauan KUHP dan Hukum Islam terhadap Putusan
Pengadilan Militer 111-12 Surabaya mengenai perkara pidana pembunuhan
dengan cara mutilasi Nomor: 220-K/PM.I11-12/AD/X1/2010.

G. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Untuk menambah dan memperkaya wawasan keilmuan khususnya
dalam analisa aspek kriminologi terhadap kasus pembunuhan mutilasi, serta
tinjauan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam. Selain itu juga dapat
dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Terapan (praktis)

Untuk mengetahui sumber hukum yang digunakan oleh Hakim
Pengadilan Militer 111-12 Surabaya dalam menyelesaikan perkara tindak
pidana mutilasi.

H. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara

Mutilasi Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Putusan

Pengadilan Militer 111-12 Surabaya Nomor: 220-K/PM.111-12/AD/X1/2010)*.

Guna mendapat gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalah pahaman

didalam memahami arti dan maksud dari judul diatas, maka perlu dijelaskan

arti kata berikut:

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat

bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau
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diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang
diberi sanksi berupa sanksi pidana.

2. Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh
manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

3. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah salah satu bentuk
buku yang berisi tentang segala jenis tindak kesalahan-kesalahan yang
melanggar hukum.

4. Pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi
kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur tindakan-
tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan
melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis.

Dalam kasus atau perkara yang dimaksud ialah tentang pembunuhan
dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan hal tersebut terjadi

di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Desa Andungsari Kec. Tiris. Kasus

tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer 111-12 Surabaya dan kepada

pelaku telah diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Sebagaimana diketahui pula bahwa putusan Pengadilan merupakan ‘“Suatu

penyelesaian Pengadilan, yaitu salinan surat putusan Pengadilan yang

diberikan kepada penuntut umum dan penyidik. Sedangkan kepada
terdakwa/penasehat hukum diberikan atas permintaan.”
Atas analisa yang telah dilakukan untuk mencari aspek kriminologi

dalam kasus pembunuhan dengan cara mutilasi yang diputus Pengadilan
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Militer 111-12 Surabaya, selanjutnya penulis meninjau hal tersebut dalam
hukum Pidana Islam menyangkut putusan hukum pidananya.
I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakaukan dalam

proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar,

hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.*Adapun metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Historis
Penelitian yang bertujuan membuat rekunstruksi masa lampau secara
sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi,
memverfikasi bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh
kesimpulan yang kuat dan akurat.
b. Deskriptif

Penelitian yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek
penelitian tertentu, yaitu putusan Pengadilan Militer 111-12 Surabaya
Nomor: 220-K/PM.111-12/AD/X1/2010 Tentang pembunuhan dengan
cara mutilasi serta penilaian pustaka, yaitu buku-buku yang berkaitan

dengan beberapa hal yang akan dibahas.

1 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 5, 1995),
24,
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2. Data yang Dikumpulkan

Agar  dalam  pembahasan  skripsi  ini  nantinya  bisa
dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat,
data penelitian ini adalah tentang Putusan Pengadilan Militer [11-12
Surabaya Nomor: 220-K/PM.1I1-12/AD/X1/2010 Tentang pembunuhan
dengan cara mutilasi dan Wawancara.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer : sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh
data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.'’ Seperti:
Dokumen putusan Pengadilan Milliter 111-12 Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder : segala sumber yang memuat informasi tentang
objek penelitian di atas baik dari undang-undang, ensiklopedia, artikel-
artikel dari internet dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah
pembunuhan mutilasi.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data
sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

(Interviewer) untuk memporeleh informasi.

12 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta : Graha llmu, 2010), 236.
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b. Analisis Putusan
Teknik pengumpulan data ini dengan cara menganalisis isi putusan,
terkait hukuman pidana pembunuhan mutilasi yang telah diputus di
Pengadilan Milliter 111-12 Surabaya. Dengan demikian penulis akan
mendapatkan kemudahan untuk melakukan penelitian.
5. Teknik Pengolahan Data
Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang
penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Organizing : Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan,
pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.*

b. Editing : Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta
menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.™*

c. Analyzing : yaitu menganalisis data-data analisa tinjuan terhadap hasil
putusan Pengadilan Militer 111-12 Surabaya Nomor: 220-K/PM.III-
12/AD/X1/2010 dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga
diperoleh kesimpulan akhir sebagal jawaban dari permasalahan yang
dipertanyakan.™

6. Teknik Analisis Data
Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membuat
deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas data yang

berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan.'® Dalam hal ini

Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha l1imu, 2004), 66.
Ibid., 97.

Ibid., 99.

Moch Nazir, Metode penelitian suatu pendekatan proposal, 2
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menggambarkan Putusan Pengadilan Milliter 111-12 Surabaya tentang
pembunuhan mutilasi, sehingga dapat diperoleh kronologi peristiwa serta
aspek kriminolog dalam pengungkapan kasus tersebut.
J. Sistematika Pembahasan
Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing
bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk
mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematikanya
sebagai berikut:

BAB | : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian yang berisi data yang
dihimpun, sumber data yang terdiri dari data primer dan
sekunder, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang pidana pembunuhan dengan cara
mutilasi yang meliputi: pengertian tindak kejahatan
pembunuhan, unsur-unsur pembunuhan, macam-macam
pembunuhan, sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan cara
mutilasi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

BAB IlI : Mendeskripsikan kasus pembunuhan dengan cara mutilasi
dalam Putusan Pengadilan Militer 111-12 Surabaya Nomor:

220-K/PM.111-12/AD/X1/2010.



BAB IV

BAB V
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: Memuat analisis tentang landasan dan pertimbangan Hakim
Pengadilan Militer 111-12 serta tinjauan KUHP dan Hukum
Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Militer [11-12
Surabaya Nomor: 220-K/PM.I11-12/AD/X1/2010 mengenai
perkara pidana pembunuhan dengan cara mutilasi.

Merupakan bab terakhir tentang penutup yang berisi

kesimpulan dan saran.



